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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

J1. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 Padang Telp. (0751) 7052725 — 7054414 Fax. (0751) 7059511

Website : hup//dishut.sumbarprov.go.id
Kotak Pos 100 E-mail .vlq;d@di.vhu!-.vumbarprov.go.id

Padang, 19 Januari 2026

Nomor : 522.1/333/PRPH-2026

Sifat . Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal . Arahan dalam rangka Tindak Lanjut Penyelesaian Administrasi Pengembalian dan

Penyerahan Kembali Kawasan Hutan serta Penghapusan Keputusan Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan

Kepada Y'th.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat

di

Padang

Sehubungan dengan surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera
Barat Nomor 600.1.8/7062-BM/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Tanggapan atas Surat Kepala
Dinas Kehutanan tentang Pemenuhan Kewajiban PPKH, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1

Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat di atas
merupakan jawaban atas surat Kami Nomor 522.1/2063/PRPH-2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal
Pemenuhan Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yang antara lain
menyampaikan permintaan informasi dari para Pemegang PPKH berdasarkan Keputusan Gubernur
Sumatera Barat, terkait perkembangan realisasi pemenuhan kewajiban PPKH yang telah ditetapkan
sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kepada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat telah diberikan
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan Terowongan Jalan Balingka — Sianok
melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat a.n. Gubernur Sumatera Barat Nomor 522-210-2017 tanggal 21 Februari 2017
tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Terowongan Jalan Balingka — Sianok
atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Seluas + 2,7
(Dua dan Tujuh Persepuluh) Hektar pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Agam Provinsi
Sumatera Barat, dengan masa berlaku selama digunakan untuk kepentingan dimaksud.

. Melalui surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

tersebut di atas, disampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

a. Pembangunan Terowongan Jalan Balingka — Sianok merupakan salah satu kegiatan yang
direncanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
(dahulu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat), namun demikian
dalam perkembangannya pembangunan Terowongan Jalan Balingka — Sianok tidak pernah
direalisasikan dan saat ini kegiatan tersebut tidak lagi termasuk dalam prioritas rencana
pelaksanaan pada masa yang akan datang;

b. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-357-2023 tentang Penetapan Status
Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, ruas Jalan Terowongan
Balingka — Sianok tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga
kewajiban untuk penanganan ruas jalan tersebut tidak lagi berada pada Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;

c. Tidak terdapat kegiatan pembangunan maupun pemenuhan kewajiban Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan yang perlu dilanjutkan untuk ruas Jalan Terowongan Balingka — Sianok; dan

d. Meminta tanggapan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terkait pemenuhan kewajiban
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ruas Jalan Terowongan Balingka — Sianok, agar menjadi
dasar penyelesaian administrasi secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




4. Berkenaan dengan maksud di atas dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta
Penggunaan Kawasan Hutan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut, antara lain:

a.

Pada Pasal 410 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam hal areal Persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan akan dilakukan perubahan berupa pengembalian sebagian dan pengembalian sebagian yang
disertai penambahan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan mengajukan
permohonan kepada melalui Direktur, disertai hasil evaluasi.

. Selanjutnya pada Pasal 410 ayat (2), antara lain dicantumkan bahwa permohonan pengembalian

sebagian atau seluruh areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib dilengkapi:

1) Peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar
pada lokasi tersebut dengan informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dalam bentuk
hardeopy dan soficopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

2) Baseline dan Peta baseline Penggunaan Kawasan Hutan pada areal yang tidak dikembalikan
sesuai dengan dokumen lingkungan dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile (shp)
dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

3) Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 (lima) meter liputan | (satu) tahun
terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi
Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi
pertambangan;

4) Hasil evaluasi; dan

5) Pakta integritas.

Pada Pasal 416 ayat (1) dinyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 412 dilakukan untuk menilat:

1) pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau
perjanjian kerjasama;

2) pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan; dan

3) kondisi tutupan areal Penggunaan Kawasan Hutan.

Selanjutnya pada Pasal 416 ayat (6), antara lain dinyatakan bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Balai, dan diketuai oleh unsur dari

Balai dalam hal, salah satunya: Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh

gubernur.

Pada Pasal 420 ayat (1), antara lain dinyatakan bahwa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

hapus apabila, salah satunya diserahkan kembali secara sukarela oleh Pemegang Persetujuan

Penggunaan Kawasan Hutan kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan

tertulis.

Pada Pasal 422 ayat (1), dinyatakan bahwa hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 ayat (1) dituangkan dalam keputusan Menteri kecuali

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksplorasi dan eksplorasi lanjutan pada

tahap operasi produksi.

Selanjutnya pada Pasal 422 ayat (3) antara lain dinyatakan bahwa berdasarkan keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima areal Persetujuan Penggunaan

Kawasan Hutan, dengan ketentuan: pada Kawasan Hutan selain pada wilayah kerja Perum

Perhutani dan pada Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan,

serah terima dilakukan antara Kepala Dinas Provinsi dengan Pemegang Persetujuan Penggunaan

Kawasan Hutan.

5. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka untuk penyelesaian administrasi Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan ruas Jalan Terowongan Balingka — Sianok, dapat disampaikan saran dan arahan
sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




———

a. Agar Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mengajukan

permohonan pengembalian dan penyerahan kembali kawasan hutan areal Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan secara
tertulis, dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan;

. Agar Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan

koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan terkait dengan mekanisme
dan tata cara pelaksanaan evaluasi pemenuhan kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan dalam rangka pengakhiran dan pengembalian areal Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Menteri
Kehutanan; dan

. Agar Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mengikuti dan

melaksanakan seluruh rangkaian proses pengembalian dan penyerahan kembali kawasan hutan
areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan hingga terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan
tentang penghapusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Terowongan
Jalan Balingka — Sianok a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Sumatera Barat seluas + 2,70 Hektar pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Agam, yang
nantinya akan diakhiri dengan serah terima areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
dimaksud antara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Bina
Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebagaimana ketentuan yang
berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Dr. FERDINAL ASMIN, S.TP., MLP.
NIP. 19760723 200003 1 003

Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:

I

2
3.
4

5
6.

Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).

. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta.

Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan di Jakarta.

. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di
Padang.

. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I di Medan.

Kepala UPTD KPHL Agam di Lubuk Basung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




